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SURAT PERJANJIAN
Kontrak Harga Satuan

Paket Pekerjaan Konstruksi
Pembangunan Gedung Perkuliahan Program Pascasarjana |3l Yogyakarta

Nomor: 4317/1T4.6.1/LK/2025

SURAT PERJANJIAN ini berikut semua lampirannya adalah Kontrak Kerja Konstruksi Harga
Satuan, yang selanjutnya disebut “kontrak” dibuat dan ditandatangani di Bantul pada hari
Senin tanggal Dua puluh delapan bulan Juli tahun Dua ribu dua puluh lima (28-07-2025),
berdasarkan  Surat  Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor
4090/1T4.6.1/LK/2025 tanggal 15 Juli 2025, antara:

Nama :Winarso, S.Pd.T.

NIP :1197712301999031001

Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen IS Yogyakarta

Berkedudukan di -JI. Parangtritis Km. 6,5 Panggungharjo, Sewon, Bantul,

D.l. Yogyakarta

yang bertindak untuk dan atas nama’) Pemerintah Indonesia c.q. Kementerian Pendidikan
Tinggi, Sains dan Teknologi c.q. Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi c.g. Satuan Kerja
Institut Seni Indonesia Yogyakarta berdasarkan Surat Keputusan Rektor IS Yogyakarta
Nomor 263/IT4/HK/2025 tanggal 25 April 2025 tentang Perubahan Keputusan Rektor
Nomor 4/IT4/HK/2025 Tentang Pengangkatan Pejabat Pembuat Komitmen Institut Seni
Indonesia Yogyakarta selanjutnya disebut “pejabat Penandatangan Kontrak”, dengan:

Nama : Heru Setyawan

Jabatan : Direktur

Berkedudukan di - Salakan RT 002, Potorono, Banguntapan, Bantul, D.l. Yogyakarta
Akta Notaris Nomor .01

Tanggal : 21 Juli 2023

Notaris : Wahyu Kencana Wiguna, SH., M.Kn.

yang bertindak untuk dan atas nama CV. MULTI TEKNIK GROUP selanjutnya disebut
“Penyedia”.

Dan dengan memperhatikan:
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

7. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Buku Il tentang Perikatan);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang
— Undang Nomor 2 tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan
Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang - Undang
Nomor 2 tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi;

4. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun
2021 tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025
tentang Perubahan Kedua Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;



5. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah untuk Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan
Provinsi Papua Barat;

PARA PIHAK MENERANGKAN TERLEBIH DAHULU BAHWA:

(a) telah dilakukan proses pemilihan Penyedia yang telah sesuai dengan Dokumen
Pemilihan;

(b) Pejabat Penandatangan Kontrak telah menunjuk Penyedia menjadi pihak dalam

Kontrak ini melalui Surat Penunjukan Penyediaan Barang/Jasa (SPPB)) untuk
melaksanakan Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Gedung Perkuliahan Progam
Pascasarjana S| Yogyakarta sebagaimana diterangkan dalam dokumen Kontrak ini
selanjutnya disebut “Pekerjaan Konstruksi”;

(c) Penyedia telah menyatakan kepada Pejabat Penandatangan Kontrak, memiliki
keahlian profesional, tenaga kerja konstruksi, dan sumber daya teknis, serta telah
menyetujui untuk melaksanakan Pekerjaan Konstruksi sesuai dengan persyaratan dan
ketentuan dalam Kontrak ini;

(d) Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia menyatakan memiliki kewenangan
untuk menandatangani Kontrak ini, dan mengikat pihak yang diwakili;

(e) Pejabat penandatangan Kontrak dan Penyedia mengakui dan menyatakan bahwa
sehubungan dengan penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak :

1) telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat;
2) menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;
3) telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini;

4) telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan
mengkonfirmasikan semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan
kondisi yang terkait.

Maka oleh karena itu, Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia dengan ini bersepakat
dan menyetujui untuk membuat perjanjian pelaksanaan paket Pekerjaan Konstruksi
Pembangunan Gedung perkuliahan Progam Pascasarjana IS| Yogyakarta dengan syarat dan
ketentuan sebagai berikut.

Pasal 1
ISTILAH DAN UNGKAPAN

Peristilahan dan ungkapan dalam Surat Perjanjian ini memiliki arti dan makna yang sama
seperti yang tercantum dalam lampiran Surat Perjanjian ini.

Pasal 2
RUANG LINGKUP PEKERJAAN UTAMA

Ruang lingkup pekerjaan utama terdiri dari:

1. Struktur
2. Arsitektur
3. Mekanikal
4. Elektrikal

Pasal 3
HARGA KONTRAK, SUMBER PEMBIAYAAN DAN PEMBAYARAN

(1) Harga Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang diperoleh berdasarkan
total harga penawaran terkoreksi dan setelah pembulatan sebagaimana tercantum
dalam Daftar Kuantitas dan Harga adalah sebesar Rp. 5.300.205.000,- (Lima milyar tiga
ratus juta dua ratus lima ribu rupiah) dengan kode akun kegiatan
7730.CBJ.001.051.A. 533111;



(2)
(3)

(1)

(2)

(3)

Kontrak ini dibiayai dari APBN melalui DIPA ISI Yogyakarta Tahun Anggaran 2025;
Pembayaran untuk kontrak ini dilakukan ke Bank PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. KCP
Yogyakarta UNY rekening nomor 137-00-2203832-3 atas nama Penyedia : CV. MULTI
TEKNIK GROUP.

Pasal 4
DOKUMEN KONTRAK

Kelengkapan dokumen-dokumen berikut merupakan satu kesatuan dan bagian yang
tidak terpisahkan dari Kontrak ini terdiri dari adendum Kontrak (apabila ada), Surat
Perjanjian, Surat Penawaran, Daftar Kuantitas dan Harga, Syarat-Syarat Umum
Kontrak, Syarat-Syarat Khusus Kontrak beserta lampiranya berupa lampiran A (daftar
harga satuan timpang, subkontraktor, personel manajerial, dan peralatan utama),
lampiran B (Rencana Keselamatan Konstruksi), spesifikasi teknis, gambar-gambar, dan
dokumen lainnya seperti: Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa, Jadwal
Pelaksanaan Pekerjaan, jaminan-jaminan, Berita Acara Rapat Persiapan
Penandatanganan Kontrak, Berita Acara Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak.

Jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan

dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang

lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki sebagai berikut:

a. Adendum Kontrak (apabila ada);

Surat Perjanjian;

Surat Penawaran;

Syarat-Syarat Khusus Kontrak;

Syarat-Syarat Umum Kontrak;

Spesifikasi teknis dan gambar;

Daftar Kuantitas dan Harga (Daftar Kuantitas dan Harga Hasil Negosiasi apabila

ada negosiasi); dan

h. Daftar Kuantitas dan Harga (Daftar Kuantitas dan Harga Terkoreksi apabila ada
koreksi aritmatik).
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Pasal 5
MASA KONTRAK

Masa Kontrak adalah jangka waktu berlakunya Kontrak ini terhitung sejak tanggal
penandatangananan Kontrak sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan;

Masa Pelaksanaan ditentukan dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak, dihitung sejak
Tanggal Mulai Kerja yang tercantum dalam SPMK sampai dengan Tanggal Penyerahan
Pertama Pekerjaan selama 150 (Seratus lima puluh) hari kalender;

Masa Pemeliharaan ditentukan dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak dihitung sejak
Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir
Pekerjaan selama 180 (Seratus delapan puluh) hari kalender.



SEPULUH RIBU RUPIAH

Dengan demikian, Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia telah bersepakat untuk
menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia dan dibuat
dalam 2 (dua) rangkap, masing-masing dibubuhi dengan meterai, mempunyai kekuatan

hukum yang sama dan mengikat bagi para pihak, rangkap yang lain dapat diperbanyak
sesuai kebutuhan tanpa dibubuhi meterai.

Untuk dan atas nama ~~Untuk.dan atas nama

2 P ;@bat Pembuat Komitmen

¢

W l’i"féi-’so, S.Pd.T.
NIP. 197712301999031001

Direktur



SYARAT-SYARAT KHUSUS KONTRAK KONTRAK

Pasal Ketentuan
dalam
SSUK

Data

4.1 & 4.2 | Korespondensi

Satuan Kerja

Nama
Alamat
Website
E-mail
Faksimili

Penyedia
Nama
Alamat

HP
Email
Faksimili

Alamat Para Pihak sebagai berikut:

Pejabat yang berwenang untuk

menandatangani Kontrak : ISI Yogyakarta

Winarso, S.Pd.T.

JI. Parangtritis Km. 6,5 Yogyakarta
www.isi.ac.id

arts@isi.ac.id

(0274) 379133

CV. MULTI TEKNIK GROUP

Heru Setyawan

Salakan RT 002, Potorono, Banguntapan,
Bantul, D.l. Yogyakarta.

+62 811-2638-901

42 &5.1 | Wakil Sah

Para Pihak

Kontrak:
Nama

Untuk Penyedia:

Penyedia
Nama
Alamat

HP
Email
Faksimili

Wakil Sah Para Pihak sebagai berikut:

Untuk Pejabat yang berwenang untuk menandatangani

Winarso, S.Pd.T.

Berdasarkan Surat Keputusan Pejabat
yang berwenang untuk
menandatangani Kontrak Nomor
263/IT4/HK/2025 tanggal 25 April
2025

CV. MULTI TEKNIK GROUP

Heru Setyawan

Salakan RT 002, Potorono, Banguntapan,
Bantul, D.1. Yogyakarta.

+62 811-2638-901




6.3.b & | Pencairan Jaminan dicairkan dan disetorkan pada Kas Negara
6.3.c Jaminan
44.4 &
44.6
27.1 Masa Masa Pelaksanaan selama 150 (seratus Lima puluh) hari
Pelaksanaan kalender terhitung sejak Tanggal Mulai Kerja yang
tercantum dalam SPMK.
27.4 Masa 1 Masa Pelaksanaan bagian pekerjaan (bagian
Pelaksanaan Kontrak) : Tidak Ada
Unt}lk Serah | 2. Masa Pelaksanaan bagian pekerjaan (bagian
;egmg Kontrak) : Tidak Ada
ebagian
Pekerjaan 2 Dt
(Bagian
Kontrak)
33.8 Masa Masa Pemeliharaan berlaku selama 180 (seratus delapan
Pemeliharaan | puluh) hari kalender terhitung sejak Tanggal Penyerahan
Pertama Pekerjaan (PHO).
33.19 Serah Terima | Dalam Kontrak ini diberlakukan serah terima pekerjaan

Sebagian
Pekerjaan
(Bagian
Kontrak)

sebagian atau secara parsial untuk bagian kontrak
sebagai berikut:

1. Tidak ada.




33.22 Masa 1 Masa Pemeliharaan bagian pekerjaan (bagian
Pemeliharaan Kontrak) : Tidak Ada
untuk  Serah | 2. Masa Pemeliharaan bagian pekerjaan  (bagian
Terima Kontrak) : Tidak ada
Sebagian 3. Dst.
Pekerjaan
(Bagian
Kontrak)

35.1 Gambar As | Gambar “As built Draw” dan/atau pedoman
Buift dan | pengoperasian dan perawatan/pemeliharaan harus
Pedoman diserahkan paling lambat 7 (Tujuh) hari kerja setelah
Pengoperasian | Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan.
dan
Perawatan/
Pemeliharaan

38.7 Penyesuaian Penyesuaian harga tidak diberikan dalam hal diberikan

Harga

maka rumusannya sebagai berikut:

Hn Ho (a+b.Bn/Bo+c.Cn/Co+d.Dn/Do+... )

Hn = Harga Satuan pada saat pekerjaan
dilaksanakan;

Ho Harga Satuan pada saat harga penawaran,

A = Koefisien tetap yang terdiri atas keuntungan
dan overhead, dalam hal penawaran tidak
mencantumkan besaran komponen
keuntungan dan
overhead maka a = 0,15

b, c, Koefisien komponen kontrak seperti

d tenaga kerja, bahan, alat kerja, dsb;
Penjumlahan a+b+ctd+  dst adalah 1,00

Bn, |= Ipdeks harga komponen pada b ulan saat

Cn, pekerjaan dilaksanakan

Dn

Bo, Ihdeks harga komponen pada bulan Co,
penyampaian penawaran.

Do B




Rumusan tersebut diatas memperhatikan hal-hal sebagai
berikut:
a) Penetapan koefisien bahan, tenaga kerja, alat kerja,

bahan bakar, dan sebagainya ditetapkan seperti
contoh sebagai berikut:

KoefisienKomponen

Pekerjaan - b. lc  |d | a+b+cHd
Timbunan 0,15

Galian 0,15

Galian 0,15

dengan alat

Beton 0,15 | ....
Betonbertula| 0,15 | ... |... |... | 100
ng

b) Koefisien komponen kontrak ditetapkan oleh Pejabat
yang berwenang untuk menandatangani Kontrak dari
perbandingan antara harga bahan, tenaga kerja, alat
kerja, dan sebagainya (apabila ada) terhadap Harga
Satuan dari pembobotan HPS dan dicantumkan
dalam Dokumen Pemilihan (Rancangan Kontrak).

¢) Indeks harga yang digunakan bersumber dari
penerbitan BPS.

d) Dalam hal indeks harga tidak dimuat dalam
penerbitan BPS, digunakan indeks harga yang
dikeluarkan oleh instansi teknis.

e) Rumusan penyesuaian Harga Kontrak ditetapkan
sebagai berikut:

Pn = (HnlxV1)+(Hn2xV2}+(HNn3xV3)+....
dst
Pn = Harga Kontrak setelah dilakukan

penyesuaian Harga Satuan;

Hn = Harga Satuan baru setiap jenis komponen
pekerjaan setelah dilakukan
penyesuaian  harga menggunakan
rumusan penyesuaian Harga Satuan;

V = Volume setiap jenis komponen pekerjaan
yang dilaksanakan.

f) Pembayaran penyesuaian harga dilakukan oleh
Pejabat yang berwenang untuk menandatangani
Kontrak, apabila Penyedia telah mengajukan tagihan
disertai perhitungan beserta data-data dan telah
dilakukan audit sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

g) Penyedia dapat mengajukan tagihan secara berkala
paling cepat 6 (enam) bulan setelah pekerjaan yang
diberikan penyesuaian harga tersebut dilaksanakan.

h) Pembayaran penyesuaian harga dilakukan oleh
Pejabat yang berwenang untuk menandatangani
Kontrak, apabila Penyedia telah mengajukan tagihan
disertai perhitungan beserta data-data dan telah
dilakukan audit sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.




45.b Pembayaran Batas akhir waktu yang disepakati untuk penerbitan SPP
Tagihan oleh Pejabat yang berwenang untuk menandatangani
Kontrak untuk pembayaran tagihan angsuran adalah 15
(Lima belas) hari kerja terhitung sejak
tagihan dan kelengkapan dokumen penunjang yang tidak
diperselisinkan diterima oleh Pejabat yang berwenang
untuk menandatangani Kontrak .
49.(i) | Hak dan | Hak dan kewajiban Penyedia :
Kewajiban 1. Tidak ada, selain yang tersebut pada SSUK
Penyedia 3 Q—
3, Dst
56.3 Tindakan Tindakan lain oleh Penyedia yang memerlukan
Penyediayang | persetujuan Pejabat yang  berwenang untuk
Mensyaratkan | menandatangani Kontrak adalah tidak ada, selain yang
Persetujuan sudah tercantum dalam SSUK.
Pejabat vyang
berwenang
untuk
menandatang
ani Kontrak
56.3 Tindakan Tindakan lain oleh Penyedia yang memerlukan
Penyediayang | persetujuan Pengawas Pekerjaan adalah tidak ada selain
Mensyaratkan | yang sudah tercantum dalam SSUK
Persetujuan
Pengawas
Pekerjaan
58 Kepemilikan Penyedia diperbolehkan menggunakan salinan dokumen
Dokumen dan piranti lunak vyang dihasilkan dari Pekerjaan
Konstruksi ini dengan pembatasan sebagai berikut:
untuk penelitian/riset setelah mendapat persetujuan
tertulis dari Pejabat yang berwenang.
65 Fasilitas Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak
akan memberikan fasilitas berupa :RuangRapat
66.1.(h) | Peristiwa Termasuk Peristiwa Kompensasi yang dapat diberikan

Kompensasi

kepada Penyedia adalah tidak ada.




70.1.(e) | Besaran Uang | Uang muka dapat diberikan paling tinggi sebesar 30 (Tiga
Muka puluh) % dari Harga Kontrak.

70.2.(d) | Pembayaran Pembayaran prestasi pekerjaan dilakukan dengan cara:
Prestasi Termin
Pekerjaan

Dengan rincian sebagai berikut:

1. Termin 1, pembayaran uang muka sebesar 30% dari
nilai kontrak, dibayarkan pada tanggal 6 Agustus
2025 setelah CV. Multi Teknik Group menyerahkan
Jaminan Pelaksanaan berupa Garansi Bank
(Uncoditional) sebesar 5% dari nilai HPS atau pada
tanggal 6 Agustus 2025.

2. Termin 2, dibayarkan sebesar 25% dari nilai kontrak
dengan dikurangi angsuran Uang Muka atau sebesar
25% x Nilai Kontrak — 25% dari Uang Muka.
Dibayarkan setelah pekerjaan konstruksi mencapai
progress 30%, atau pada tanggal 21 September 2025.

3. Termin 3, dibayarkan sebesar 25% dari nilai
kontrak dengan dikurangi angsuran Uang Muka atau
sebesar 25% x Nilai Kontrak — 25% dari Uang Muka.
Dibayarkan setelah pekerjaan konstruksi mencapai
progress 55%, atau pada tanggal 19 Oktober 2025

4. Termin 4, dibayarkan sebesar 25% dari nilai kontrak
dengan dikurangi angsuran Uang Muka atau sebesar
259% x Nilai Kontrak-25% dari Uang Muka. Dibayarkan
setelah pekerjaan konstruksi mencapai progress 80%
atau pada tanggal 9 November 2025.

5. Termin 5, dibayarkan sebesar 25% dari nilai kontrak
dengan dikurangi angsuran Uang Muka atau sebesar
25% x Nilai Kontrak — 25% dari Uang Muka.
Dibayarkan setelah pekerjaan konstruksi mencapai
progress 100% atau pada tanggal 25 Desember 2025,
setelah pihak penyedia jasa menyerahkan Jaminan
Pemeliharaan sebesar 5% dari nilai kontrak.

Dokumen penunjang vyang  disyaratkan  untuk
mengajukan tagihan pembayaran prestasi pekerjaan :

1. Laporan prestasi pekerjaan yang sudah disetujui
Pengawas dan Tim Teknis

Berita acara pemeriksaan progres pekerjaan
Ringkasan kontrak

Kuitansi

Faktur pajak

Or g 0 R




Pembayaran Penentuan dan besaran pembayaran untuk bahan
70.3.(e) | Bahan dan/atau peralatan yang menjadi bagian permanen dari
dan/atau pekerjaan utama (material on site), ditetapkan sebagai
Peralatan berikut:
Tidak Ada
70.4.(c) | Denda akibat| Untuk pekerjaan ini besar denda keterlambatan untuk
Keterlambatan | setiap hari keterlambatan adalah 1/1000 (satu perseribu)
dari Harga Kontrak (sebelum PPN)

78.2 Umur a. Bangunan Hasil Pekerjaan memiliki Umur Konstruksi
Konstruksi dan selama 50 (Lima Puluh) tahun sejak Tanggal
Pertanggungan Penyerahan Akhir Pekerjaan.
terhadap b. Pertanggungan terhadap Kegagalan Bangunan
Kegagalan ditetapkan selama 10 (Sepuluh)

Bangunan tahun sejak Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan.




LAMPIRAN A SYARAT-SYARAT KHUSUS KONTRAK

DAFTAR HARGA SATUAN TIMPANG*)

Harga
Mata Satuan ; Harga Satuan -
No Kuantitas| Satuan Terhadap | Keterangan
Pembayaran Ukuran Penawaran
HPS (Rp) HPS
(Rp)
Pek. Pemasangan Granit
1 Rupiah m?2 223,65 191.950,70 227.354,35 118% |Homogenous Tile
Unpolished 60x60 cm
2 Rupiah m2 258,86 31.676,93 36.689,99, 116% [Pek. Pengecatan Area Luar
3 Rupiah m2 Pek. Pemasangan Granit
12| 1 191.950,70 227.354,35 118% [Homogenous Tile
Unpolished 60x60 cm
4 Rupiah m2 Pek. Pemasangan Granit
12| 191.950,70 227.354,35 118% |Homogenous Tile
Unpolished 60x60 cm
5 Rupiah m2 Pek. Pemasangan Granit
10,80 | 191.950,70 227.354,35| 118% |Homogenous Tile
Unpolished 60x60 cm
6 Rupiah m2 Pek. Pemasangan Granit
10,80  191.950,70 227.354,35 118% |Homogenous Tile
Unpolished 60x60 cm
7 Rupiah m2 Pek. Pemasangan Granit
10,80,  191.950,70 227.354,35 118% |[Homogenous Tile
Unpolished 60x60 cm
8 Rupiah m2 Pek. Pemasangan Granit
10,800 191.950,70 227.354,35 118% Homogenous Tile
Unpolished 60x60 cm
9 Rupiah m2 1250,6 53.692,89 72.740,97  135% Pek. Plesteran Mortar,
tebal 10 mm
10 Rupiah m2 Pek. Pemasangan Granit
168,11 191.950,70 227.354,35 118% [Homogenous Tile
Unpolished 60x60 cm
11 Rupiah m2 334,41 31.676,93 36.689,99 116% |Pek. Pengecatan Area Luar
12 Rupiah m?2 315,91 53.692,89 72.740,97] 135% Pek. Plesteran Mortar,
tebal 10 mm
13 Rupiah m2 441,94 31.676,93 36.689,99| 116% [Pek. Pengecatan Area Luar
14 Rupiah m2 180 53.692,89 72.740,97 135% Pek. Plesteran Mortar,
tebal 10 mm
15 Rupiah o, |Pembesian dengan
kg 138,35 7.598,30 12.689,91 167% yeam————r
Catatan:

*)Didapatkan dari pokja pemilihan (apabila ada)




DAFTAR PEKERJAAN YANG DISUBKONTRAKKAN DAN SUBKONTRAKTOR (apabila ada)

1) Pekerjaan Utama

No Baglanvzﬁl;erjaan Nama Alamat Kualifikasi Reteratigan
. .. | Subkontraktor™ | Subkontraktor™) Subkontraktor™)
Disubkontrakkan®

TN [ o Sy BT L E T R S BLLL ittt

0 [ [ O (R e R TLRLErr

3 | Dst

Catatan:

*) Wajib diisi oleh Pejabat Penandatangan Kontrak sewaktu penyusunan rancangan

kontrak

**) Wajib diisi saat rapat persiapan penandatanganan kontrak berdasarkan dokumen

penawaran

2) Pekerjaan bukan Pekerjaan Utama

No Baglany:zerjaan Nama Alamat Kualifikasi Keterangan
, .. | Subkontraktor*® | Subkontraktor™) | Subkontraktor""
Disubkontrakkan®

T P L (NP [T I BRIt

7 R O [ (PR e LR Ert

3 | Dst

Catatan:

*) Wajib diisi oleh Pejabat Penandatangan Kontrak sewaktu penyusunan rancangan

kontrak

**) Wajib diisi saat rapat persiapan penandatanganan kontrak berdasarkan dokumen

penawaran




DAFTAR PERSONEL MANAJERIAL

Naria szlatan ot PenEale.lman Sertifikat
No | Personel . a.rn . & ) er!a Kompetensi | Keterangan
. Pekerjaan | Pendidikan/ljazah | Profesional )
Manajerial g . Kerja
ini* (Tahun)”
1 Arif Pelaksana 51 — T.Sipil/Arsitek 2 SKT Pelaksana | ...........
Widayanta | Lapangan Bangunan
Gedung
(TS051/TA022)
atau SKK
Pelaksana
Lapangan
Pekerjaan
Gedung
Jenjang 5
2 Tri Harjono, [Tenaga AhliK3 [ 51/D3 Teknik 0 Ahli Madya K3 | ..e.uve....
ST., MT. Konstruksi
Catatan:
") Wajib diisi oleh Pejabat Penandatangan Kontrak sewaktu penyusunan rancangan
kontrak
**) Wajib diisi saat rapat persiapan penandatanganan kontrak berdasarkan dokumen
penawaran
DAFTAR PERALATAN UTAMA
No Jenis Merk dan Type Kapasitas Jumlah Ke?,:':;l:}';an
JUnit,/
set
g, |ReR Trek Hino Dutro 4009 CC 1 Sewa
Bumg: Truck Isuzu 4570 CC 1 Milik sendiri
5 [FeHtEdlding = Uk. 190 x 120 3 Milik sendiri
3 Bor Auger Firman/FPD52S Dia 30 cm 1 MiTik sendiri
4 Concrete Tigon 0,5 m3 2 Milik sendiri
Mixer
S Truck Crane KATO/KRSSS00 45 Tan 1 Sewa
Catatan:
") Wajib diisi oleh Pejabat Penandatangan Kontrak sewaktu penyusunan rancangan
kontrak

**} Wajib diisi saat rapat persiapan penandatanganan kontrak berdasarkan dokumen
penawaran




LAMPIRAN B SYARAT-SYARAT KHUSUS KONTRAK
RENCANA KESELAMATAN KONSTRUKSI (RKK)

BENTUK RENCANA KESELAMATAN KONSTRUKSI

Terlampir



BAB X. SPESIFIKASI TEKNIS DAN GAMBAR

A. Uraian Spesifikasi Teknis
Uraian spesifikasi teknis disusun berdasarkan spesifikasi teknis yang ditetapkan
oleh Pejabat Pembuat Komitmen (Pejabat Penandatangan Kontrak) sesuai jenis
pekerjaan yang akan ditenderkan, dengan ketentuan :

i

Vs W

o

Dapat menyebutkan merek dan tipe serta sedapat mungkin menggunakan
produksi dalam negeri;

Semaksimal mungkin diupayakan menggunakan standar nasional (SNI);
Metode pelaksanaan harus logis, realistis dan dapat dilaksanakan;

Jangka waktu pelaksanaan harus sesuai dengan metode pelaksanaan;
Mencantumkan macam, jenis, kapasitas dan jumlah peralatan utama minimal
yang diperlukan dalam pelaksanaan pekerjaan;

Mencantumkan syarat-syarat bahan yang dipergunakan dalam pelaksanaan
pekerjaan;

Mencantumkan syarat-syarat pengujian bahan dan hasil produk;
Mencantumkan kriteria kinerja produk (output performance) vyang
diinginkan;

Mencantumkan tata cara pengukuran dan tata cara pembayaran.

10. Spesifikasi Bahan Bangunan Konstruksi:

a. Pokja Pemilihan harus memastikan bahan bangunan konstruksi sesuai
hasil yang telah diidentifikasi oleh Pejabat Penandatangan Kontrak.

b. Setiap jenis bahan bangunan konstruksi yang tergolong sebagai bahan
berbahaya dan beracun (B3), seperti cat, thinner, gas acetylene, BBM,
BBG, bahan peledak, dll, harus diberi penjelasan bahayanya, cara
pengangkutan, penyimpanan, penggunaan, pengendalian risiko dan cara
pembuangan limbahnya sesuai dengan prosedur dan/atau peraturan
perundangan yang berlaku;

¢. Informasi tentang penanganan B3 dapat diperoleh dari Lembar Data
Keselamatan Bahan (Material Safety Data Sheet) yang diterbitkan oleh
pabrik pembuatnya, atau dari sumber- sumber yang berkompeten
dan/atau berwenang.

11. Spesifikasi Peralatan Konstruksi dan Peralatan Bangunan:

a. Pokja Pemilihan harus memastikan setiap jenis alat dan perkakas sesuai
hasil yang telah diidentifikasi oleh Pejabat Penandatangan Kontrak.

b. Alat dan perkakas yang digunakan harus dipastikan telah diberi sistem
perlindungan atau kelengkapan pengaman untuk mencegah paparan
(expose) bahaya secara langsung terhadap tubuh pekerja;

c. Informasi tentang jenis, cara penggunaan/pemeliharaan/pengamanannya
alat dan perkakas dapat diperoleh dari manual produk dari pabrik
pembuatnya, ataupun dari pedoman/peraturan pihak yang kompeten.



12. Spesifikasi Proses/Kegiatan:

a.

Pokja Pemilihan (yang bersertifikat Ahli K3 Konstruksi/Ahli Keselamatan
Konstruksi/petugas Keselamatan Konstruksi atau dengan melibatkan
Ahli K3 Konstruksi/Ahli Keselamatan Konstruksi petugas Keselamatan Konstruksi)
harus menilai kesesuaian identifikasi bahaya dari setiap tahapan kegiatan yang
sudah ditetapkan oleh Pejabat Penandatangan Kontrak;

Setiap proses/kegiatan harus dilengkapi dengan prosedur kerja, sistem
perlindungan terhadap pekerja, perlengkapan pengaman, dan rambu-
rambu peringatan dan kewajiban pekerja menggunakan alat pelindung
diri (APD) yang sesuai dengan potensi bahaya pada proses tersebut;
Setiap jenis proses/kegiatan pekerjaan vyang berisiko tinggi, atau
pekerjaan yang berisiko tinggi pada keadaan yang berbeda, harus lebih
dulu dilakukan analisis keselamatan pekerjaan (Job Safety Analysis) dan
tindakan pengendaliannya;

Setiap proses/kegiatan yang berbahaya harus melalui prosedur izin kerja
lebih dulu dari penanggung-jawab proses dan Ahli K3 Konstruksi/Ahli
Keselamatan Konstruksi;

Setiap proses dan kegiatan pekerjaan hanya boleh dilakukan oleh tenaga
kerja dan/atau operator yang telah terlatih dan telah mempunyai
kompetensi untuk melaksanakan jenis pekerjaan/tugasnya, termasuk
kompetensi melaksanakan prosedur keselamatan konstruksi yang sesuai
pada jenis pekerjaan/tugasnya tersebut.

13. Spesifikasi Metode Konstruksi/Metode Pelaksanaan/Metode Kerja

a.

Analisis Keselamatan Pekerjaan/Job Safety Analysis (JSA) harus dilakukan
terhadap setiap metode konstruksi/metode pelaksanaan pekerjaan, dan
persyaratan teknis untuk mencegah terjadinya kegagalan konstruksi dan
kecelakaan kerja;

Metode kerja harus disusun secara logis, realistis dan dapat dilaksanakan
dengan menggunakan peralatan, perkakas, material dan konstruksi
sementara, yang sesuai dengan kondisi lokasi/tanah/cuaca, dan dapat
dikerjakan oleh pekerja dan operator yang terlatih;

Persyaratan teknis yang harus dipenuhi penyedia dalam menyusun dan
menggunakan metode kerja dapat meliputi penggunaan alat utama dan
alat bantu, perkakas, material dan konstruksi sementara dengan urutan
kerja yang sistematis, guna mempermudah pekerja dan operator bekerja
dan dapat melindungi pekerja, alat dan material dari bahaya dan risiko
kegagalan konstruksi dan kecelakaan kerja;

Setiap metode kerja/konstruksi yang diusulkan penyedia, harus dianalisis
keselamatan pekerjaan/Job Safety Analysis (JSA), diuji efektivitas
pelaksanaannya dan efisiensi biayanya. Jika semua faktor kondisi
lokasi/tanah/cuaca, alat, perkakas, material, urutan kerja dan kompetensi
pekerja/operator telah ditinjau dan dianalisis, serta dipastikan dapat
menjamin keselamatan, kesehatan dan keamanan konstruksi dan
pekerja/operator, maka metode kerja dapat disetujui, setelah dilengkapi
dengan gambar dan prosedur kerja yang sistematis dan/atau mudah
dipahami oleh pekerja/operator;



Setiap tahapan pelaksanaan konstruksi utama yang mempunyai potensi
bahaya tinggi harus dilengkapi dengan metode kerja yang didalamnya
sudah mencakup analisis keselamatan pekerjaan/Job Safety Analysis
(JSA). Misalnya untuk pekerjaan di ketinggian, mutlak harus digunakan
perancah, lantai kerja (platform), papan tepi, tangga kerja, pagar pelindung tepi,
serta alat pelindung diri (APD) yang sesuai antara lain helm dan sabuk
keselamatan agar pekerja terlindung dari bahaya jatuh. Untuk pekerjaan saluran
galian tanah berpasir yang mudah longsor dengan kedalaman 1,5 meter atau
lebih, mutlak harus menggunakan turap dan tangga akses bagi pekerja untuk
naik/turun;

Setiap metode kerja harus melalui analisis dan perhitungan yang
diperlukan berdasarkan data teknis yang dapat dipertanggung-
jawabkan, baik dari standar yang berlaku, atau melalui penyelidikan
teknis dan analisis laboratorium maupun pendapat ahli terkait yang
independen.

14. Spesifikasi Jabatan Kerja Konstruksi

a.

Setiap kegiatan/pekerjaan perancangan, perencanaan, perhitungan dan
gambar-gambar konstruksi, penetapan spesifikasi dan prosedur teknis
serta metode pelaksanaan/konstruksi/kerja harus dilakukan oleh tenaga
ahli yang mempunyai kompetensi yang disyaratkan, baik pekerjaan
arsitektur, struktur/sipil, mekanikal, elektrikal, plumbing dan penataan
lingkungan maupun interior dan jenis pekerjaan lain yang terkait;
Setiap tenaga ahli tersebut pada butir a. di atas harus mempunyai
kemampuan untuk melakukan proses manajemen risiko (identifikasi
bahaya, penilaian risiko dan pengendalian risiko) yang terkait dengan
disiplin ilmu dan pengalaman profesionalnya, dan dapat memastikan
bahwa semua potensi bahaya dan risiko yang terkait pada bentuk
rancangan, spesifikasi teknis dan metode kerja/konstruksi tersebut telah
diidentifikasi dan telah dikendalikan pada tingkat yang dapat diterima
sesuai dengan standar teknik dan standar Keselamatan Konstruksi yang
berlaku;

Setiap kegiatan/pekerjaan pelaksanaan, pemasangan, pembongkaran,
pemindahan, pengangkutan, pengangkatan, penyimpanan, perletakan,
pengambilan, pembuangan, pembongkaran dsb, harus dilakukan oleh
tenaga ahli dan tenaga terampil yang berkompeten berdasarkan gambar
gambar, spesifikasi teknis, manual, pedoman dan standar serta rujukan
yang benar dan sah atau telah disetujui oleh tenaga ahli yang terkait;
Setiap tenaga ahli dan tenaga terampil dibidang K3 Konstruksi di atas
harus melakukan analisis keselamatan pekerjaan (job safety analysis)
setiap sebelum memulai pekerjaannya, untuk memastikan bahwa potensi
bahaya dan risiko telah diidentifikasi dan diberikan tindakan pencegahan
terhadap kecelakaan kerja dan/atau penyakit di tempat kerja;



B. Keterangan Gambar
Gambar-gambar untuk pelaksanaan pekerjaan harus ditetapkan oleh Pejabat
Pembuat Komitmen (Pejabat Penandatangan Kontrak) secara terinci, lengkap dan
jelas, antara lain :
1. Peta Lokasi

Lay out

Potongan memanjang

Potongan melintang

Detail-detail konstruksi

o e

C. Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak mengacu pada hasil

dokumen pekerjaan jasa Konsultansi Konstruksi perancangan dan/atau
berkonsultasi dengan Ahli K3 Konstruksi/Ahli Keselamatan Konstruksi dalam
menetapkan uraian pekerjaan, identifikasi bahaya, dan penetapan tingkat Risiko
Keselamatan Konstruksi pada Pekerjaan Konstruksi.
Dalam melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap RKK dan penerapan SMKK,
Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak dapat dibantu oleh Ahli
K3 Konstruksi/Ahli Keselamatan Konstruksi dan/atau Petugas Keselamatan
Konstruksi.



BAB XI. DAFTAR KUANTITAS DAN HARGA

Keterangan

1. Daftar Kuantitas dan Harga harus sesuai dengan Instruksi Kepada Peserta
(IKP), Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) dan Syarat-Syarat Khusus
Kontrak (SSKK), Spesifikasi Teknis dan Gambar.

2. Pembayaran terhadap prestasi pekerjaan dilakukan berdasarkan
kuantitas/keluaran pekerjaan terpasang yang dimintakan dan dikerjakan
sebagaimana diukur dan diverifikasi oleh para pihak, serta dinilai sesuai
dengan harga yang tercantum dalam Daftar Kuantitas dan Harga, kecuali
bagian pekerjaan Material on-Site (bagian pekerjaan di lapangan).

3. Harga dalam Daftar Kuantitas dan Harga telah mencakup semua biaya
pekerjaan, personel, pengawasan, bahan-bahan, perawatan, asuransi
tenaga kerja/BPJS, laba, pajak, bea, keuntungan, overhead dan semua
risiko, tanggung jawab, dan kewajiban yang diatur dalam Kontrak.

4. Harga harus dicantumkan untuk setiap mata pembayaran, terlepas dari
apakah kuantitas/keluaran dicantumkan atau tidak. Jika Penyedia lalai
untuk mencantumkan harga untuk suatu pekerjaan maka pekerjaan
tersebut dianggap telah termasuk dalam harga mata pembayaran lain
dalam Daftar Kuantitas dan Harga.

5. Semua biaya yang dikenakan/dibebankan untuk memenuhi ketentuan
Kontrak harus dianggap telah termasuk dalam setiap mata pembayaran,
dan jika mata pembayaran terkait tidak ada maka biaya dimaksud harus
dianggap telah termasuk dalam harga mata pembayaran yang terkait.

6. Dalam tender dilakukan koreksi aritmatik (untuk bagian pekerjaan harga
satuan) atas kesalahan penghitungan dengan ketentuan sebagai berikut:

(a) jika terdapat perbedaan antara penulisan nilai dalam angka dan huruf
pada Surat Penawaran maka yang dicatat nilai dalam huruf; dan

(b) jika terjadi kesalahan hasil pengalian antara volume dengan harga
satuan pekerjaan maka dilakukan pembetulan, dengan ketentuan
volume pekerjaan sesuai dengan yang tercantum dalam Dokumen
Pemilihan dan harga satuan tidak boleh diubah.

CV. Multi Teknik Group, Pejabat Pembuat Komitmen,

Heru Setyawan Winarso, S.Pd.T
Direktur NIP 19771230 199903 1001



BAB XI. DAFTAR KUANTITAS DAN HARGA

Keterangan

Daftar Kuantitas dan Harga harus sesuai dengan Instruksi Kepada Peserta
(IKP), Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) dan Syarat-Syarat Khusus
Kontrak (SSKK), Spesifikasi Teknis dan Gambar,

Pembayaran terhadap prestasi pekerjaan dilakukan berdasarkan
kuantitas/keluaran pekerjaan terpasang yang dimintakan dan dikerjakan
sebagaimana diukur dan diverifikasi oleh para pihak, serta dinilai sesuai
dengan harga yang tercantum dalam Daftar Kuantitas dan Harga, kecuali
bagian pekerjaan Material on-Site (bagian pekerjaan di lapangan).

Harga dalam Daftar Kuantitas dan Harga telah mencakup semua biaya
pekerjaan, personel, pengawasan, bahan-bahan, perawatan, asuransi
tenaga kerja/BPJS, laba, pajak, bea, keuntungan, overhead dan semua
risiko, tanggung jawab, dan kewajiban yang diatur dalam Kontrak.

Harga harus dicantumkan untuk setiap mata pembayaran, terlepas dari
apakah kuantitas/keluaran dicantumkan atau tidak. Jika Penyedia lalai
untuk mencantumkan harga untuk suatu pekerjaan maka pekerjaan
tersebut dianggap telah termasuk dalam harga mata pembayaran lain
dalam Daftar Kuantitas dan Harga.

Semua biaya yang dikenakan/dibebankan untuk memenuhi ketentuan
Kontrak harus dianggap telah termasuk dalam setiap mata pembayaran,
dan jika mata pembayaran terkait tidak ada maka biaya dimaksud harus
dianggap telah termasuk dalam harga mata pembayaran yang terkait.

Dalam tender dilakukan koreksi aritmatik {untuk bagian pekerjaan harga
satuan) atas kesalahan penghitungan dengan ketentuan sebagai berikut:

(a) jika terdapat perbedaan antara penulisan nilai dalam angka dan huruf
pada Surat Penawaran maka yang dicatat nilai dalam huruf; dan

(b) jika terjadi kesalahan hasil pengalian antara volume dengan harga
satuan pekerjaan maka dilakukan pembetulan, dengan ketentuan
volume pekerjaan sesuai dengan yang tercantum dalam Dokumen
Pemilihan dan harga satuan tidak boleh diubah.

+Pejabat Pembuat Komitmen,

Winarso, S.Pd.T
NIP 19771230 199903 1001




KEMENTERIAN PENDIDIKAN TIN GGI, SAINS
DAN TEKNOLOGI
INSTITUT SENI INDONESIA YOGYAKARTA

Jalan Parangtritis Km. 6,5 Kotak Pos 1210 Yogyakarta 55001
Telepon dan Fax. (0274) 379133, 373659
Telepon dan Fax Rektor. (0274) 371233
Laman www.isi.ac.id

ADDENDUM SURAT PERINTAH SATUAN KERJA:
KERJA (SPK) INSTITUT SENI INDONESIA
Atas YOGYAKARTA
SURAT PERINTAH KERJA (Tetap)
(SPK)
PAKET PEKERJAAN: ADDENDUM NOMOR DAN TANGGAL SPK:
Perenjcanaan Reviu DED Pembangunan | Nomor: 2845/1T4.6/L.K/2025
Gedung Perkuliahan Program Tanggal: 2 Juni 2025
Pascasarjana ISI Yogyakarta
(Tetap) Atas
NOMOR DAN TANGGAL SPK:

Nomor: 2288/1T4.6/LK/2025
Tanggal: 5 Mei 2025

Dibeb.

Desember 2024, tahun anggaran 2025, dengan MAK 7730.CBJ.001.051.A.533111

_ SUMBER DANA (Tetap) :
ankan atas DIPA ISI Yogyakarta Nomor : DIPA-023. 17.2.677539/2025, tanggal

WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN (Tetap):

30 (tiga puluh) hari kalender/sulan/tahun
Mulai tanggal 5 Mei 2025 sampai dengan 3 Juni 2025

Total harga SPK atau Nilai SPK termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah sebesar

NILAI PEKERJAAN:

Rp 60.000.000,- (Enam puluh juta rupiah)

Pembayaran dilakukan secara bertahap, dengan perincian sebagai berikut :
. Hembayaran tahap kesatu sebesar 80% dari jumlah biaya perencanaan yaitu : 80% x Rj

ADDENDUM CARA PEMBAYARAN:
CARA PEMBAYARAN :

60.000.000,- = Rp. 48.000.000,- (Empat puluh delapan juta rupiah) dibayarkan setela
HIHAK KEDUA menyelesaikan tugas-tugas seperti tersebut pada Surat Perintah Kerj
(PPK) dilengkapi dengan Berita Acara Pemeriksaan Kemajuan Pekerjaan yan
ditandatangani oleh Pengelola Kegiatan dan disetujui oleh PTHAK PERTAMA serta has

h
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PIHAK PERTAMA dan

karya perencanaan berupa BoQ, RAB, RKS, RK3 dan Gambar telah diserahkan kepgda

Pertama, yang ditandatangani oleh PTHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, yang a

dinyatakan dengan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan
an

dibayarkan pada tanggal 3 Juni 2025.
2. |Pembayaran tahap kedua sebesar 20% dari jumlah biaya perencanaan yaitu : 20% x Rp.

60.000.000,- = Rp. 12.000.000.- (Dua belas juta rupiah) dibayarkan setelah prestasi
pekerjaan pelaksanaan mencapai 100%, yaitu PIHAK KEDUA sudah menyelesaikan
tahap Pengawasan Berkala dan dinyatakan dengan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan
Kedua ditandatangani oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, yang akan
dibayarkan pada saat serah terima I Pekerjaan Konstruksi, pada tanggal 15 Oktober 2025.

Pembdyaran tersebut di atas dibayarkan kepada PTHAK KEDUA melaluj rekening PIHAK
KEDUYA dengan nomor rekening 043.111.000046 pada BPD DIY Kantor Cabang Godean
atas ngma CV. SARANA REKA MANDIRI.

Atas

CARA PEMBAYARAN:
Pembpyaran dilaksanakan secara sekaligus setelah PIHAK KEDUA mengajukan permohonan
termijn pembayaran secara tertulis kepada PIHAK PERTAMA, yang disertai dengan Berita
Acarg Serah Terima antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA. Pembayaran tersebut di

atas djbayarkan kepada PIHAK KEDUA melalui rekening PIHAK KEDUA, melalui:

~Na : CV. SARANA REKA MANDIRI
~ Bank : BPD DIY Kantor Cabang Godean
~ No. Rekening : 043.111.000046

~No. NPWP  :76.984.869.8-542.000

~ Alamat

: Bodeh RT 008/ RW 026, Ambarketawang, Gamping, Sleman, Yogyakarta

INSTRUKSI KEPADA PENYEDIA JASA KON SULTAN (Tetap): Penagihan hanya dap
dilakuKan setelah penyelesaian pekerjaan yang diperintahkan dalam SPK ini dan hasil pekerjaa
tersebut dapat diterima secara memuaskan oleh Pejabat Pembuat Komitmen. Biaya langsun
personil dihitung berdasarkan Orang Bulan dengan ketentuan 1 (satu) Orang Bulan sam
dengan| 22 (dua puluh dua) hari dan 1 (satu) hari sama dengan 8 (delapan) jam. Jika pekerjaa
tidak dapat diselesaikan dalam jangka waktu pelaksanaan pekerjaan karena kesalahan ata
kelalaign Penyedia maka Penyedia berkewajiban untuk membayar denda kepada PPK sebes

=4
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1/1000|(satu per seribu) dari biaya SPK untuk setiap hari keterlambatan dan dapat dikenak
denda paling banyak sebesar 5% dari harga borongan. Selain tunduk kepada ketentuan dala
SPK inf, Penyedia Jasa Konsultan Pengawas berkewajiban untuk mematuhi Syarat Umum SP]

terlamgir.

=T~ = =

N

Untjik dan atas nama ISI Yogyakarta:
Pejabat Pembuat Komitmen,

Sétyantg Putro, S.E., M.H.

NIP 19690118 199503 1 003

Untuk dan atas nama:
CV.SARANA REKA MANDIRI,

CV. SARANA
REKA MANDIR]

Dwi Vera Asmarayani, S.E., S.T., M.T.
Direktur




. HAK KEPEMILIKAN

SYARAT UMUM (Tetap)
SURAT PERINTAH KERJA (SPK)

LINGKUP PEKERJAAN

Penyedia yang ditunjuk berkewajiban untuk menyelesaikan pekerjaan dalam jangka
waktu yang ditentukan, dengan mutu sesuai spesifikasi teknis dan harga sesuai SPK.

HUKUM YANG BERLAKU

Keabsahan, interpretasi, dan pelaksanaan SPK inj didasarkan kepada hukum Republik
Indonesia.

[TIKAD BAIK

. Para pihak bertindak berdasarkan asas saling percaya yang disesuaikan dengan hak-
hak yang terdapat dalam SPK.

b. Para pelaku setuju untuk melaksanakan petjanjian dengan jujur tanpa menonjolkan
kepentingan masing-masing pihak.

¢. Apabila selama pelaksanaan SPK, salah satu pihak merasa dirugikan, maka
diupayakan tindakan yang terbaik untuk mengatasi keadaan tersebut.

PENYEDIA JASA KONSULTANSI MANDIRI

Penyedia berdasarkan SPK ini bertanggung jawab penuh terhadap personil serta
pekerjaan yang dilakukan

HARGA SPK

4. PPK membayar kepada penyedia atas pelaksanaan pekerjaan dalam SPK sebesar
harga SPK.

b. Harga SPK telah memperhitungkan keuntungan, beban pajak dan biaya overhead
serta biaya asuransi.

¢ Rincian harga SPK sesuai dengan rincian yang tercantum dalam Rincian Anggaran
dan Biaya (RAB).

PRK berhak atas kepemilikan semua barang/bahan yang terkait langsung atau disediakan
sehubungan dengan jasa yang diberikan oleh Penyedia Jasa Konsultansi kepada PPK.
Jika diminta oleh PPK maka Penyedia Jasa Konsultansi berkewajiban untuk membantu
separa optimal pengalihan hak kepemilikan tersebut kepada PPK sesuai dengan hukum
yang berlaku.

Hak kepemilikan atas peralatan dan barang/bahan yang disediakan oleh PPK tetap pada
PPK, dan semua peralatan tersebut harus dikembalikan kepada PPK pada saat SPK
berakhir atau jika tidak diperlukan lagi oleh Penyedia Jasa Konsultansi. Semua peralatan
tersebut harus dikembalikan dalam kondisi yang sama pada saat diberikan kepada
Pepyedia Jasa Konsultansi dengan pengecualian keausan akibat pemakaian yang wajar.

JADWAL

a.| SPK ini berlaku efektif pada tanggal penandatanganan oleh para pihak atau pada
tanggal yang ditetapkan dalam SPMK.

b.| Waktu pelaksanaan SPK adalah sejak tanggal mulai kerja yang tercantum dalam
SPMK.

¢.| Penyedia harus menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal yang ditentukan.
d.| Apabila penyedia berpendapat tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal




9.

10. PENANGGUNGAN DAN RISIKO

11.

12.

karena keadaan diluar pengendaliannya dan penyedia telah melaporkan kejadian
tersebut kepada PPK, maka PPK dapat melakukan penjadwalan kembalj
pelaksanaan tugas penyedia dengan adendum SPK.

ASURANSI

A. Penyedia wajib menyediakan asuransi sejak SPMK sampai dengan tanggal

selesainya pemeliharaan untuk:

1) semua barang dan peralatan yang mempunyai risiko tinggi terjadinya
kecelakaan, pelaksanaan pekerjaan, serta pekerja untuk pelaksanaan pekerjaan,
atas segala risiko terhadap kecelakaan, kerusakan, kehilangan, serta risiko lain
yang tidak dapat diduga; dan

2) pihak ketiga sebagai akibat kecelakaan di tempat kerjanya.

p. Besarnya asuransi sudah diperhitungkan dalam penawaran dan termasuk dalam hargg
SPK.

PENUGASAN PERSONIL
Penyedia Jasa Konsultansi tidak diperbolehkan menugaskan personil selain personil
yqng telah disetujui oleh PPK untuk melaksanakan pekerjaan berdasarkan SPK ini.

3. Penyedia berkewajiban untuk melindungi, membebaskan, dan menanggung tanpa

batas PPK beserta instansinya terhadap semua bentuk tuntutan, tanggung jawab,

kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses

pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap PPK beserta instansinya

(kecuali kerugian yang mendasari tuntutan tersebut disebabkan kesalahan atau

kelalaian berat PPK) sehubungan dengan klaim yang timbul dari hal-hal berikut

terhitung sejak Tanggal Mulai Kerja sampai dengan tanggal penandatanganan berita

acara penyerahan akhir:

1) kehilangan atau kerusakan peralatan dan harta benda penyedia, dan Personil;

2) cidera tubuh, sakit atau kematian Personil;

3) kehilangan atau kerusakan harta benda, dan cidera tubuh, sakit atau kematian
pihak ketiga; ;

B Terhitung sejak Tanggal Mulai Kerja sampai dengan tanggal penandatanganan

berita acara penyerahan awal, semua risiko kehilangan atau kerusakan Hasil

Pekerjaan ini, Bahan dan Perlengkapan merupakan risiko penyedia, kecuali

kerugian atau kerusakan tersebut diakibatkan oleh kesalahan atau kelalaian PPK.

c| Pertanggungan asuransi yang dimiliki oleh penyedia tidak membatasi kewajiban

penanggungan dalam syarat ini.

PEMELIHARAAN LINGKUNGAN
priyedia  berkewajiban untuk mengambil langkah-langkah yang memadai untuk
elindungi lingkungan baik di dalam maupun di luar tempat kerja dan membatasi

P
iy
gpngguan lingkungan terhadap pihak ketiga dan harta bendanya sehubungan dengan
pg¢laksanaan SPK ini.

PERENCANAAN DAN PEMERIKSAAN

PPK berwenang melakukan perencanaan dan pemeriksaan terhadap pelaksanaan
pe¢kerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia. Apabila diperlukan, PPK dapat
memerintahkan kepada pihak ketiga untuk melakukan perencanaan dan pemeriksaan
atps semua pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia.




13.

14.

15.

LAPORAN HASIL PEKERJAAN

. Pemeriksaan pekerjaan dilakukan selama pelaksanaan SPK untuk menetapkan

volume pekerjaan atau kegiatan yang telah dilaksanakan guna pembayaran hasil

pekerjaan. Hasil pemeriksaan pekerjaan dituangkan dalam laporan kemajuan hasil

pekerjaan.

bh. Untuk kepentingan pengendalian dan perencanaan pelaksanaan pekerjaan, seluruh

aktivitas kegiatan pekerjaan di lokasi pekerjaan dicatat dalam buku harian sebagai

bahan laporan harian pekerjaan yang berisi rencana dan realisasi pekerjaan harian.

d. Laporan harian berisi:

1) penempatan tenaga kerja untuk tiap macam tugasnya;

2) jenis, jumlah dan kondisi peralatan;

3) jenis dan kuantitas pekerjaan yang dilaksanakan;

4) keadaan cuaca termasuk hujan, banjir dan peristiwa alam lainnya yang
berpengaruh terhadap kelancaran pekerjaan; dan

5) catatan-catatan lain yang berkenaan dengan pelaksanaan.

d. Laporan harian dibuat oleh penyedia, apabila diperlukan diperiksa oleh konsultan

dan disetujui oleh wakil PPK.

e. Laporan mingguan terdiri dari rangkuman laporan harian dan berisi hasil kemajuan

fisik pekerjaan dalam periode satu minggu, serta hal-hal penting yang perlu

ditonjolkan.

f| Laporan bulanan terdiri dari rangkuman laporan mingguan dan berisi hasil

kemajuan fisik pekerjaan dalam periode satu bulan, serta hal-hal penting yang

perlu ditonjolkan.

g Untuk merekam kegiatan pelaksanaan kegiatan, PPK membuat foto-foto

dokumentasi pelaksanaan pekerjaan di lokasi pekerjaan.

o0

WAKTU PENYELESAIAN PEKERJAAN

al Kecuali SPK diputuskan lebih awal, penyedia berkewajiban untuk memulai
pelaksanaan pekerjaan pada Tanggal Mulai Kerja, dan melaksanakan pekerjaan
sesuai dengan program mutu, serta menyelesaikan pekerjaan selambat-lambatnya
pada Tanggal Penyelesaian yang ditetapkan dalam SPMK.

bl Jika pekerjaan tidak selesai pada Tanggal Penyelesaian bukan akibat Keadaan
Kahar atau Peristiwa Kompensasi atau karena kesalahan atau kelalaian penyedia
maka penyedia dikenakan denda.

¢| Jika keterlambatan tersebut semata-mata disebabkan oleh Peristiwa Kompensasi
maka PPK dikenakan kewajiban pembayaran ganti rugi. Denda atau ganti rugi
tidak dikenakan jika Tanggal Penyelesaian disepakati oleh Para Pihak untuk
diperpanjang.

dl Tanggal Penyelesaian yang dimaksud dalam Kketentuan ini adalah tanggal
penyelesaian semua pekerjaan.

SERAH TERIMA PEKERJAAN

af Setelah pekerjaan selesai 100% (seratus perseratus), penyedia mengajukan
permintaan secara tertulis kepada PPK untuk penyerahan pekerjaan.

b} Dalam rangka penilaian hasil pekerjaan, PPK menugaskan Pejabat Penerima Hasil
Pekerjaan.

¢| Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan melakukan penilaian terhadap hasil pekerjaan
yang telah diselesaikan oleh penyedia. Apabila terdapat kekurangan-kekurangan

dan/atau cacat hasil pekerjaan, penyedia wajib memperbaiki/menyelesaikannya,
atas perintah PPK.




16. PERPAJAKAN

Penyedia Jasa Konsultansi berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, retribusi,
dgn pungutan lain yang dibebankan oleh hukum yang berlaku atas pelaksanaan SPK.
Semua pengeluaran perpajakan ini dianggap telah termasuk dalam nilai SPK.

17. PENYELESATIAN PERSELISTHAN

JE 5

enyelesaikan secara damai semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan
d¢ngan SPK ini atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan ini. Jika
pgrselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka perselisihan akan
diselesaikan melalui arbitrase, mediasi, konsiliasi, atau pengadilan negeri dalam wilayah
hykum Republik Indonesia.

18.PE.
a.
b.

19.PH

20. PERISTIWA KOMPENSASI

- Pembayaran dilakukan sebesar 100% (seratus per seratus) setelah pekerjaan

PPK menerima pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai
dengan ketentuan SPK dan diterima oleh Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan.

selesal.

K dan Penyedia Jasa Konsultansi berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh

RUBAHAN SPK

SPK hanya dapat diubah melalui adendum SPK.

Perubahan SPK bisa dilaksanakan apabila disetujui oleh para pihak, meliputi:

1) perubahan pekerjaan disebabkan oleh sesuatu hal yang dilakukan oleh para
pihak dalam SPK sehingga mengubah lingkup pekerjaan dalam SPK;

2) perubahan jadwal pelaksanaan pekerjaan akibat adanya perubahan pekerjaan;

3) perubahan harga SPK akibat adanya perubahan pekerjaan dan/atau perubahan
pelaksanaan pekerjaan.

Untuk kepentingan perubahan SPK, KPA dapat membentuk Pejabat Peneliti
Pelaksanaan kontrak atas usul PPK.

RPANJANGAN WAKTU

Jika terjadi Peristiwa Kompensasi sehingga penyelesaian pekerjaan akan
melampaui Tanggal Penyelesaian maka penyedia berhak untuk meminta
perpanjangan Tanggal Penyelesaian berdasarkan data penunjang. PPK berdasarkan
pertimbangan Pengawas Pekerjaan memperpanjang Tanggal Penyelesaian
Pekerjaan secara tertulis. Perpanjangan Tanggal Penyelesaian harus dilakukan
melalui adendum SPK jika perpanjangan tersebut mengubah Masa SPK.

PPK dapat menyetujui perpanjangan waktu pelaksanaan setelah melakukan
penelitian terhadap usulan tertulis yang diajukan oleh penyedia.

Peristiwa Kompensasi dapat diberikan kepada penyedia dalam hal sebagai
berikut:

1) PPK mengubah jadwal yang dapat mempengaruhi pelaksanaan pekerjaan;

2) keterlambatan pembayaran kepada penyedia;

3) PPK tidak memberikan gambar-gambar, spesifikasi dan/atau instruksi sesuai
Jadwal yang dibutuhkan;

4) penyedia belum bisa masuk ke lokasi sesuai Jjadwal,

5) PPK menginstruksikan kepada pihak penyedia untuk melakukan pengujian
tambahan yang setelah dilaksanakan pengujian ternyata tidak ditemukan
kerusakan/kegagalan/penyimpangan;

6) PPK memerintahkan penundaan pelaksanaan pekerjaan;
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7) PPK memerintahkan untuk mengatasi kondisi tertentu yang tidak dapat diduga
sebelumnya dan disebabkan oleh PPK;

8) ketentuan lain dalam SPK.

Jika Peristiwa Kompensasi mengakibatkan pengeluaran tambahan dan/atau

keterlambatan penyelesaian pekerjaan maka PPK berkewajiban untuk

membayar ganti rugi dan/atau memberikan perpanjangan waktu penyelesaian

pekerjaan.

Ganti rugi hanya dapat dibayarkan jika berdasarkan data penunjang dan

perhitungan kompensasi yang diajukan oleh penyedia kepada PPK, dapat

dibuktikan kerugian nyata akibat Peristiwa Kompensasi.

Perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan hanya dapat diberikan jika

berdasarkan data penunjang dan perhitungan kompensasi yang diajukan oleh

penyedia kepada PPK, dapat dibuktikan perlunya tambahan waktu akibat

Peristiwa Kompensasi.

Penyedia tidak berhak atas ganti rugi dan/atau perpanjangan waktu

penyelesaian pekerjaan jika penyedia gagal atau lalai untuk memberikan

peringatan dini dalam mengantisipasi atau mengatasi dampak Peristiwa
Kompensasi.

21.PENGHENTIAN DAN PEMUTUSAN SPK

a.

.

Penghentian SPK dapat dilakukan karena pekerjaan sudah selesai atau terjadi
Keadaan Kahar.

Dalam hal SPK dihentikan, maka PPK wajib membayar kepada penyedia sesuai

dengan prestasi pekerjaan yang telah dicapai, termasuk biaya langsung
demobilisasi personil.

. Pemutusan SPK dapat dilakukan oleh pihak penyedia atau pihak PPK.
. Menyimpang dari Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata,

pemutusan SPK melalui pemberitahuan tertulis dapat dilakukan apabila:

1) penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak
memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;

2) penyedia berada dalam keadaan pailit;

3) denda keterlambatan pelaksanaan pekerjaan akibat kesalahan penyedia sudah
melampaui 5% (lima perseratus) dari harga SPK dan PPK menilai bahwa
Penyedia tidak akan sanggup menyelesaikan sisa pekerjaan;

4) PPK tidak menerbitkan SPP untuk pembayaran tagihan angsuran sesuai dengan
yang disepakati sebagaimana tercantum dalam SPK;

5) penyedia terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam
proses Pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang berwenang; dan/atau

6) pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggaran

persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan dinyatakan benar oleh instansi
yang berwenang.

. Dalam hal pemutusan SPK dilakukan karena kesalahan penyedia:

1) penyedia membayar denda; dan/atau

2) penyedia dimasukkan dalam Daftar Hitam.

Dalam hal pemutusan SPK dilakukan karena PPK terlibat penyimpangan prosedur,
melakukan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan

pengadaan, maka PPK dikenakan sanksi berdasarkan peraturan perundang-
undangan.

22.PEMBAYARAN

a.

=

pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh PPK, dengan

etentuan:




1) penyedia telah mengajukan tagihan disertai laporan kemajuan hasil pekerjaan;

2) pembayaran dilakukan dengan sistem termin;

3) pembayaran harus dipotong denda (apabila ada) dan pajak;

b. | pembayaran terakhir hanya dilakukan setelah pekerjaan selesai 100% (seratus
perseratus) dan Berita Acara penyerahan pekerjaan diterbitkan.

¢. | PPK dalam kurun waktu 14 (empat belas) hari kerja setelah pengajuan permintaan
pembayaran dari penyedia harus sudah mengajukan surat permintaan pembayaran
kepada Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM).

d. | bila terdapat ketidaksesuaian dalam perhitungan angsuran, tidak akan menjadi
alasan untuk menunda pembayaran. PPK dapat meminta penyedia untuk
menyampaikan perhitungan prestasi sementara dengan mengesampingkan hal-hal
yang sedang menjadi perselisihan.

23.DENDA _

Penyedia berkewajiban untuk membayar sanksi finansial berupa Denda sebagai akibat
wapiprestasi atau cidera janji terhadap kewajiban-kewajiban penyedia dalam SPK ini.
PPK mengenakan Denda dengan memotong angsuran pembayaran prestasi pekerjaan
pepyedia. Pembayaran Denda tidak mengurangi tanggung jawab kontraktual penyedia.
Depda keterlambatan atas penyelesaian pekerjaan adalah 1/1000 (satu per seribu) dari
harga SPK untuk setiap hari keterlambatan dan dapat dikenakan denda paling banyak
seblesar 5% dari harga borongan.

24. PENGALIHAN DAN/ATAU SUBKONTRAK

Pepyedia Jasa Konsultansi dilarang untuk mengalihkan dan/atau mensubkontrakkan
sebagian atau seluruh pekerjaan. Pengalihan seluruh pekerjaan hanya diperbolehkan
dalam hal pergantian nama Penyedia Jasa Konsultansi, baik sebagai akibat peleburan
(meerger), konsolidasi, pemisahan, atau akibat lainnya.

25. LARANGAN PEMBERIAN KOMISI

Pepyedia Jasa Konsultansi menjamin bahwa tidak satu pun personil satuan kerja PPK
telph atau akan menerima komisi dalam bentuk apapun (gratifikasi) atau keuntungan
tidak sah lainnya baik langsung maupun tidak langsung dari SPK ini. Penyedia Jasa

Kansultansi menyetujui bahwa pelanggaran syarat ini merupakan pelanggaran yang
mgndasar terhadap SPK ini.

Untuk dan atas nama ISI Yogyakarta: Untuk dan atas nama:
Pejabat Pembuat K omitmen, CV. SARANA REKA MANDIRI,

F

{
CV. SARANA
REKA MAN

Set)}apto_Putro, S.E., M.H. Dwi Vera Asmarayant, SE;S5F, M.T.
NIP 19690118 199503 1 003 Direktur




KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI
INSTITUT SENI INDONESIA YOGYAKARTA

Jalan Parangtritis Km, 6,5 Kotak Pos 1210 Yogyakarta 55001
Telepon dan Fax. (0274) 379133, 373659
Telepon dan Fax Rektor. (0274) 371233
Laman www.isi.ac.id
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SURAT PERINTAH KERJA
(SPK)

SATUAN KERJA:

INSTITUT SENI INDONESIA
YOGYAKARTA

NOMOR  : 4891/1T4.6.4/ LK/2025

Halaman 1 dari 2

TANGGAL : 7 Agustus 2025

PAKET PEKERJAAN:
Urug Tanah Persiapan Pembangunan
>edung Pascasarjana ISI Yogyakarta

SUMBER DANA:
ebankan atas DIPA [S] Yogyakarta Nomor : DIPA-l39.03.2.693401/2025,
5, tahun anggaran 2025, dengan MAK 7734.EBA.994.002.E.523111

B O

WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN:
15 (Lima belas) hari kalender,
sejak tanggal 7 Agustus 2025 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2025

B R

NILAI PEKERJAAN
otal harga SPK  atau Nilaj SPK termasuk Pajak Pertambahan Nilaj (PPN) adalah sebesar
69.543.630,- (Seratus enam puluh sembilan juta lima ratus empat puluh tiga ribu enam r

tiga puluh rupiah), dengan rincian terlampir.

=@

CARA PEMBAYARAN:

Pembayaran dilaksanakan secara sekaligus setelah PIHAK KEDUA mengajukan permohonan

termin pembayaran secara tertulis kepada PTHAK PERTAMA, yang disertai dengan Berita
Acara Serah Terima antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA. Pembayaran tersebut dj
atas|dibayarkan kepada PIHAK KEDUA melalui rekening PIHAK KEDUA, melalui:
~ Nama : CV. SLAMET

~ Bank : Bank BPD Cabang Bantul

~ No| Rekening : 004.11 1.001096

~ No| NPWP :31.438.843.0-543.000

~ Algmat : Keyongan Kidul RT 007, Sabdodadi, Bantul, D.I. Yogyal

tanggal 10 Juli

Karta
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tiap hari keterl

irena kesalahan atau kelalaian pe
terlambatan atas penyelesaian pe

rongan. Selain tunduk kepada ketentuan d
bmatuhi Syarat Umum SPK terlampir.

untuk dan atas nama ISI Yogyakarta
Pejabat Pembuat Komitmen,

NIP 19670715 198902 1 001

nyedia maka penye
kerjaan adalah 1/1000
ambatan dan dapat dikenakan denda

untuk dan atas nama
CV.SLAMET
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Astri Ayomi
Direktur

ajiban untuk membaya

(satu per seribu) dari harga SPK
paling banyak sebesar 5% dar
alam SPK ini, penyedia berkewajiban
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SYARAT UMUM ]
SURAT PERINTAH KERJA (SPK)

LINGKUP PEKERJAAN

Penyedia yang ditunjuk berkewajiban untuk menyel

esaikan pekerjaan dalam Jangka waktu
yang ditentukan, dengan mutu sesuaj spesifikasi te

knis dan harga sesuai SPK.

HUKUM YANG BERLAKU
Keabsahan, interpretasi, dan pelaksanaan SPK inj didasarkan kepada hukum Republik
Indonesia.

ITIKAD BAIK

a. Para pihak bertindak berdasarkan asas s
yang terdapat dalam SPK.

b. Para pelaku setuju untuk melaksanakan perjanji
kepentingan masing-masing pihak.

¢. Apabila selama pelaksanaan SPK, salah satu pihak mera
tindakan yang terbaik untuk mengatasi keadaan tersebut.

aling percaya yang disesuaikan dengan hak-hak
an dengan jujur tanpa menonjolkan

sa dirugikan, maka diupayakan

PENYEDIA JASA

Penyedia berdasarkan SPK inj bertan

ggung jawab penuh terhadap personil serta pekerjaan
yang dilakukan

HARGA SPK

a. PPK membayar k
SPK.

b. Harga tersebut telah memperhitungkan k
serta biaya asuransi,

¢. Rincian harga sebagaimana tersebut dalam rincian.

epada penyedia atas pelaksanaan pekerjaan dalam SPK sebesar harga

euntungan, beban pajak dan biaya overhead

HAK KEPEMILIKAN

PPK berhak atas kepemilikan semua barang/bahan yang terkait langsung atau disediakan
sehubungan dengan Jasa yang diberikan oleh Penyedia Jasa kepada PPK. Jika diminta oleh
PPK maka Penyedia Jasa berkewajiban untuk membanty secara optimal pengalihan hak
kepemilikan tersebut kepada PPK sesuai dengan h
Tak kepemilikan atas peralatan dan barang/bahan yang disediakan oleh PPK tetap pada PPK

lan semua peralatan tersebut harus dikembalikan kepada PPK pada saat SPK berakhir
ika tidak diperlukan lagi oleh Penyedia Jasa. Semu

alam kondisi yang sama pada saat diberik
causan akibat pemakaian yang wajar.

atau
a peralatan tersebut harus dikembalikan

an kepada Penyedia Jasa dengan pengecualian

P Ny e A g e

JADWAL

h. SPK ini berlaku efektif pada tanggal 7 A
b. Waktu pelaksanaan SPK adala
Agustus 2025,

b. Penyedia harus menyelesaikan pekerjaan sesuaj Jadwal yang ditentukan.
¢. Apabila penyedia berpendapat tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai Jjadwal

karena keadaan diluar pengendaliannya dan penyedia telah melaporkan kejadian

tersebut kepada PPK, maka PPK dapat melakukan penjadwalan kembali pelaksanaan
tugas penyedia dengan adendum SPK.

gustus 2025 sampai dengan 21 Agustus 2025
h sejak tanggal 7 Agustus 2025 sampai dengan |21




8. ASURANSI

a. Penyedia wajib menyediakan asuransi sejak SPMK sampai dengan tanggal selesa nya

pemeliharaan untuk:

1) semua barang dan peralatan yang mempunyai risiko tinggi terjadinya kecelakaan,

pelaksanaan pekerjaan, serta pekerja untuk pelaksanaan pekerjaan, atas segala risiko

terhadap kecelakaan, kerusakan, kehilangan, serta risiko lain yang tidak dapat
diduga; dan

2) pihak ketiga sebagai akibat kecelakaan di tempat kerjanya.

b. Besarnya asuransi sudah diperhitungkan dalam penawaran dan termasuk dalam SPK

9. PENUGASAN PERSONIL

Penyedia Jasa tidak diperbolehkan menugaskan personil selain personil yang telah disetujui
oleh PPK untuk melaksanakan pekerjaan berdasarkan SPK ini.

10.PENANGGUNGAN DAN RISIKO
a. Penyedia berkewajiban untuk melindungi, membebaskan, dan menanggung tanpa batas
PPK beserta instansinya terhadap semua bentuk tuntutan, tanggung jawab, kewajiban,
kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum,
dan biaya yang dikenakan terhadap PPK beserta instansinya (kecuali kerugian yang
mendasari tuntutan tersebut disebabkan kesalahan atau kelalaian berat PPK)
sehubungan dengan klaim yang timbul dari hal-hal berikut terhitung sejak Tanggal
Mulai Kerja sampai dengan tanggal penandatanganan berita acara penyerahan akhir:
1) kehilangan atau kerusakan peralatan dan harta benda penyedia, dan Personil;
2) cidera tubuh, sakit atau kematian Personil o
3) kehilangan atau kerusakan harta benda, dan cidera tubuh, sakit /kematian pihak ketiga;
b. Terhitung sejak Tanggal Mulai Kerja sampai dengan tanggal penandatanganan berita
acara penyerahan awal, semua risiko kehilangan atau kerusakan hasil pekerjaan ini,
bahan dan perlengkapan merupakan risiko penyedia, kecuali kerugian atau kerusakan
tersebut diakibatkan oleh kesalahan atau kelalajan PPK.

¢. Pertanggungan asuransi yang dimiliki oleh penyedia tidak membatasi kewajiban
penanggungan dalam syarat ini.

11. PEMELIHARAAN LINGKUNGAN
Penyedia berkewajiban untuk mengambil langkah-langkah yang memadai untuk melindungi
lingkungan baik di dalam maupun di luar tempat kerja dan membatasi gangguan lingkungan
terhadap pihak ketiga dan harta bendanya sehubungan dengan pelaksanaan SPK ini.

12. PERENCANAAN DAN PEMERIKSAAN
PPK berwenang melakukan perencanaan dan pemeriksaan terhadap pelaksanaan pekerjaan
yang dilaksanakan oleh penyedia. Apabila diperlukan, PPK dapat memerintahkan kepada

pihak ketiga untuk melakukan perencanaan dan pemeriksaan atas semua pelaksanaan
pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia.

13. LAPORAN HASIL PEKERJAAN
Lingkup pekerjaan:
Melaksanakan Urug Tanah Persiapan Pembangunan Gedung Pascasarjana ISI Yogyakarta,
dengan menyerahkan laporan yang diserahkan kepada PPK, minimal berisi:
a)RAB yang dilampiri dengan nama dafiar tenaga ahli untuk pekerjaan Urug Tanah
Persiapan Pembangunan Gedung Pascasarjana IS] Yogyakarta;
b)Jadwal pelaksanaan kegiatan Urug Tanah Persiapan Pembangunan Gedung
Pascasarjana ISI Yogyakarta;
¢)Dokumentasi Urug Tanah Persiapan Pembangunan Gedung Pascasarjana | IST
Yogyakarta (foto 0% dan 100%);
d)Hasil pelaksanaan kegiatan Urug Tanah Persiapan Pembangunan Gedung Pascasarjana




ISI Yogyakarta;
e)Laporan ini diserahkan selambat-lambatnya hari terakhir kontrak berakhir, dalam

bentuk hardcopy sebanyak 3 (tiga) rangkap dan soficopy dalam bentuk Flashdisk
sebanyak 1 (satu) buah.

14. WAKTU PENYELESAIAN PEKERJAAN
a. Kecuali SPK diputuskan lebih awal, penyedia berkewajiban untuk memulai
pelaksanaan pekerjaan pada Tanggal Mulai Kerja, dan melaksanakan pekerjaan sesuai
dengan program mutu, serta menyelesaikan pekerjaan selambat-lambatnya pada
Tanggal Penyelesaian yang ditetapkan dalam SPMK.

b. Jika pekerjaan tidak selesai pada Tanggal Penyelesaian bukan akibat Keadaan Kahar
atau Peristiwa Kompensasi atau karena kesalahan atau kelalaian penyedia maka
penyedia dikenakan denda.

¢. Jika keterlambatan tersebut semata-mata disebabkan oleh Peristiwa Kompensasi maka
PPK  dikenakan kewajiban pembayaran ganti rugi. Denda atau ganti rugi tidak
dikenakan jika Tanggal Penyelesaian disepakati oleh Para Pihak untuk diperpanjang.

d. Tanggal Penyelesaian yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah tanggal penyelesaian
semua pekerjaan.

15. SERAH TERIMA PEKERJAAN
a. Setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen), penyedia mengajukan permintaan
secara tertulis kepada PPK untuk penyerahan pekerjaan.

b. Dalam rangka penilaian hasil pekerjaan, PPK menugaskan Pejabat Penerima Hasil
Pekerjaan.

¢. Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan melakukan penilaian terhadap hasil pekerjaan yang
telah diselesaikan oleh penyedia. Apabila terdapat kekurangan dan/atau cacat hasil
pekerjaan, penyedia wajib memperbaiki/menyelesaikannya, atas perintah PPK.

d. PPK menerima pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan
ketentuan SPK.

e. Pembayaran dilakukan sebesar 100% (seratus persen) setelah pekerjaan selesai.

16. PERPAJAKAN

Penyedia Jasa berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan |lain
yang dibebankan oleh hukum yang berlaku atas pelaksanaan SPK. Semua pengeluaran
perpajakan ini dianggap telah termasuk dalam nilai SPK.

17. PENYELESAIAN PERSELISTHAN
PPK dan Penyedia Jasa berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan
secara damai semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan SPK ini atau
interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan ini. Jika perselisihan tidak dapat
diselesaikan secara musyawarah maka perselisihan akan diselesaikan melalui arbitrase,
mediasi, konsiliasi, atau pengadilan negeri dalam wilayah hukum Republik Indonesia.

18.PERUBAHAN SPK
a. SPK hanya dapat diubah melalui adendum SPK.
b. Perubahan SPK bisa dilaksanakan apabila disetujui oleh para pihak, meliputi:
1) perubahan pekerjaan disebabkan oleh sesuatu hal yang dilakukan oleh para pihak
dalam SPK sehingga mengubah lingkup pekerjaan dalam SPK;
2) perubahan jadwal pelaksanaan pekerjaan akibat adanya perubahan pekerjaan;

3) perubahan harga SPK akibat adanya perubahan pekerjaan dan/atau perubahan
pelaksanaan pekerjaan.

¢. Untuk kepentingan perubahan SPK, PA/KPA dapat membentuk Pejabat Peneliti
Pelaksanaan kontrak atas usul PPK.
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21.PENGHENTIAN DAN PEMUTUSAN SPK
Penghentian SPK dapat dilakukan karena pekerjaan sudah selesaj atay Keadaan Kah
Dalam hal SPK dihentikan, maka PPK wajib membayar kepada penyedia sesuaj den
prestasi pekerjaan yang telah dicapai, termasyk biaya langsung demobilisas; personi
. Pemutusan SPK dapat dilakukan oleh pihak penyedia atay pihak PPK.
- Menyimpang dari Pasa] 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perd

19.PERPANJANGAN WAKTU

a. Jika terjadi Peristiwa Kompensasi sehingga penyelesai

0. PERISTIWA KOMPENSASI
a. Peristiwa Kompensasi dapat diberikan kepada penyedia dalam hal sebagai berikut:

a.
b.

tanggal penyelesaian maka penyedia berhak untuk n
penyelesaian  berdasarkan data penunjang. PPK berdasarkan

memperpanjang tanggal penyelesaian pekerjaan secara tertulis, Perpanjangan
penyelesaian harus dilakukan melalyj adendum SPK
mengubah Masa SPK.

PPK dapat menyetujui perpanjangan wakty pelaksanaan setelah melakukan per
terhadap usulan tertulis yang diajukan oleh penyedia.

1) PPK mengubah Jadwal yang dapat mempengaruhi pelaksanaan pekerjaan;

2) keterlambatan pembayaran kepada penyedia;

3) PPK tidak memberikan gambar-gambar, spesifil
yang dibutuhkan;

4) penyedia belum bisa masuk ke lokasi sesuai jadwal;

5) PPK menginstruksikan kepada pihak penyedia untuk melakukan pengujian tambaha
yang setelah dilaksanakan pengujian ternyata tidak ditemukajﬁ

kerusakan/kegagalan/penyimpangan;
6) PPK memerintahkan penundaan pelaksanaan pekerjaan;

7) PPK  memerintahkan untuk mengatasi kondisi tertentu yang tidak dapat
sebelumnya dan disebabkan oleh PPK:
8) ketentuan lain dalam SPK.

rugi dan/atau memberikan berpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan.

akibat Peristiwa Kompensasi,

dapat dibuktikan perlunya tambahan wakty akibat Peristiwa Kompensasi.
Penyedia tidak berhak atas ganti rugi dan/atay perpanjangan wakty penyeles
pekerjaan jika penyedia gagal atau lalai untuk memberikan peringatan dini d
mengantisipasi atau mengatasi dampak Peristiwa Kompensasi.

pemutusan SPK melaluj pemberitahuan tertulis dapat dilakukan apabila:

1) penyedia lalai/cidera janji  dalam melaksanakan kewajibannya dan

memperbaiki kelalaiannya dalam Jangka wakty yang telah ditetapkan;
2) penyedia berada dalam keadaan pailit;

3) denda keterlambatan pelaksanaan pekerjaan akibat kesalahan penyedia su
melampaui 5% (lima persen) dari harga SPK dan PPK menilai bahwa Penyedia tidak

akan sanggup menyelesaikan sisa pekerjaan;

4) PPK tidak menerbitkan SPP untuk pembayaran tagihan angsuran sesuai dengan ya

disepakati sebagaimana tercantum dalam SPK;

an pekerjaan akan melampayi
1eminta perpanjangan tangggl
pertimbangan

I

jika perpanjangan tersebut

nelitian

Kasi dan/atau instruks; sesuai jadwdl

didugg

. Jika  Peristiwa Kompensasi mengakibatkan pengeluaran  tambahan dan/atau
keterlambatan penyelesaian pekerjaan maka PPK berkewajiban untuk membayar ganti

. Ganti rugj hanya dapat dibayarkan jika berdasarkan data penunjang dan perhitungan
kompensasi yang diajukan oleh penyedia kepada PPK, dapat dibuktikan kerugian nyata

- Perpanjangan wakty penyelesaian pekerjaan hanya dapat diberikan jika berdasarkan
data penunjang dan perhitungan kompensas; yang diajukan oleh penyedia kepada PPK
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5) penyedia terbukti melakukan KKN, Kecurangan dan/atay pemalsuan dalam pros

Pengadaan yang diputuskan oleh instansj yang berwenang; dan/atay
6) pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggarlan I




persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan dinyatakan benar ole

h instansi yan y
berwenang.

¢. Dalam hal pemutusan SPK dilakukan karena kesal
1) penyedia membayar denda; dan/atay
2) penyedia dimasukkan dalam Daftar Hitam.

f. Dalam hal pemutusan SPK dilakukan kareng PPK
melakukan KKN dan/atay pelanggaran persaingan seh
maka PPK dikenakan sanksi berdasarkan peraturan p

L.PEMBAYARAN

a. pembayaran prestasi hasi] pekerjaan dilakukan oleh PPK, dengan ketentuan:
1) penyedia telah mengajukan tagihan pekerjaan;

2) Pembayaran dilakukan secara sekaligus, sebesar: Rp.169.543.630.- (Seratus

; enam
puluh sembilan juta lima ratus empat puluh tiga ribu enam ratus tiga puluh rupiah)

dibayarkan setelah PIHAK KEDUA menyelesaikan tugas-tugas seperti tersebut pada

Surat Perintah Kerja (SPK) dilengkapi dengan Berita Acara Serah Terima Peke rjaan,
ditandatangani PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.

3) pembayaran harus dipotong denda (apabila ada) dan pajak;

b.  pembayaran hanya dilakukan setelah pekerjaan selesai 100%
Berita Acara penyerahan pekerjaan diterbitkan.

¢. PPK dalam kurun waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah pengajuan permintaan pembayaran
dari penyedia harus sudah mengajukan surat permintaan pembayaran kepada Pejabat

Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM).

23{DENDA

Penyedia berkewajiban untuk membayar
wanprestasi atau cidera Janji terhadap kew.

ahan penyedia:

terlibat penyimpangan prosedur
at dalam pelaksanaan pengadaan)|
erundang-undangan,

()

(seratus persen) dan

sangsi finansial berupa denda sebagai akibat

ajiban-kewajiban penyedia dalam SPK ini. PPK
mengenakan Denda dengan memotong angsuran pembayaran prestasi pekerjaan penyedia.

Pembayaran denda tidak mengurangi tanggung jawab kontraktual penyedia. Denda
keterlambatan atas penyelesaian pekerjaan adalah 1/ 1000 (satu per seribu) dari harga SPK
untuk setiap hari keterlambatan dan dapat dikenakan denda paling banyak sebesar 5% dari
arga borongan.

24.PENGALIHAN DAN/ATAU SUBKONTRAK
Penyedia Jasa dilarang untuk mengal
seluruh pekerjaan. Pengalihan seluruh p
lama Penyedia Jasa Konsultansi, bai
pemisahan, atau akibat lainnya,

ithkan dan/atau mensubkontrakkan sebagian atau
ekerjaan hanya diperbolehkan dalam ha] pergantian
k sebagai akibat peleburan (merger), konsolidasi,

25. LARANGAN PEMBERIAN KOMIS]

]

Penyedia Jasa menjamin bahwa tidak saty pun personil satuan kerja PPK telah atau akan
Ihenerima komisi dalam bentuk apapun (gratifikasi) atay keuntungan tidak sah lainnya baik
langsung maupun tidak langsung darj SPK inj. Penyedia Jasa menyetujui bahwa pelanggaran
syarat ini merupakan pelanggaran yang mendasar terhadap SPK inj.

untuk dan atas nama
CV. SLAMET

o, S.IP.
198902 1 001

__Wijg Astri Ayomi
NIP 1967071

Direktur




